
SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAII

PERATURAN BUPATI SRAC'iEN
NOMOR q9 TAHUN 20 18

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraal pemerintahan daerah darr
pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen yang efektif, efisien dan terpadu
serta mencegalt pengawasan tidak terencana guna
rhewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu
disusun kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di
lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa Di Llngkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen Tahun 2019;

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik tndonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
lndonesia Taltun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undalg Nomo! 15 Tahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tartggungjau'ab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44oo);
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KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PEMEzuNTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019

a

Mengingat

Menimbang

I



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenranpPemerintahan.Daerah (Lembaran Negara R.;;ii[tndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamtahan
Lem bara n Negara Republik Indonesia N"r";; G;;lsebagaimarla telah diubah beberapa *"fi r..af.f,,.dengan Undalg Undang Nomor g Tahun 201S tenranoPerubaian kedua Atas Undang_Undang worno, i5Tahun 2014 tentang pemerintahan Oaiah (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Iriomor 58,
Tambahan Lembarar Neqara Republik tndonesia Nomor
JO /9);

6. Peraluran Pemerinrah Nomor g Tahun 2OOb tenrans
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi pemerintai
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Talun 2OOg tentang
Sistem Pengendalian tntern pemerintah (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4a9O)i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah:ur.t 2OlZ tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraai
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri-publik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambihan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 ^lahurL 2OO7tentang Pedoman Tata Cara pengawasan atas
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalari Negeri
Nomor 8 Tahun 2OO9 tentang perubahan a-tas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahur 2OO7tentang Pedoman Tata Cara pengawasan atas
Penyelenggaraal Pemerintahal Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2OO7
t€ntang Pedoman penanganan pengaduan Masyarakatdi Lingkungan Departemen oitam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O0g
tentang Pedoman Tata Cara pengawasan atas
Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 35 ?ahun 20lg
tentang -Kebijakan 

pengawasan penyelenggaraan
Pemedntahan Daerah Tahun 2O19;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran DaJrah
Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5. Tambalan
Lembarar Daerah KabupaLen Sragen Nomor 3l:

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7l Tahun
2018 . tentang Kebijakan pengawasan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 20i9;

15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern
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P-emerinrah di Lingkungan pemerjntal.r DaerahXa,bupaten Sragen lBerira Daerah Kabupaten Srag;;Tahun 2009 Nomor 7O);
16. Peraruran Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 20t2tentang Petunjuk pelaksanaan Sistem pengendatian

Intern Pemerintah di Lingkungan p;".-t;;
I:,!io"]::^ qf*.n (Berira or.or., r-"uupu,." s."g.n
t anull 2U L2 Nomor 75);

17. Peraturan Brrpati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Tata Cara pengawasan 
";;3Penyelenggaraan pemerintahan DaerahlBerita Daerah

_ ^ Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2)i
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 69 Tahun 20l6tentang Petunjuk pelaksanaan Evaluasi AtasImplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah . di Lingkungan pemerinrah -Xubupuien
Sragen (Berira Daerah Kabuparen Sragen Tahun 20lo
Nomor 69);

19. Peraturan Bupati Sragen Nomor g7 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi perangkat
Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berira Daerah Kabupa'ren
Sragen Tahun 2016 Nomor g7);

20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 119 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspekrorar
Ka-bupaten Sragen lBerita Daerah Kabuparen Sragen
Tahun 2016 Nomor 119);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
ATAS PEIVYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMERINTAHAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraruran Bupati ini. yang dimaksud dengan:1. Pemerinraian Daerah adala} penyelenggaraln urusan
Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi danlugas pembanruan dengan perinsip otonomi seluas
luasnya dalaJn sistem dan perinsip Negara KesaLuan
Republik Indonesia sebagaimana dim-aksud dalam
Undang-undarg Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Daerah ya-ng
memimpin pelaksanaan urusan pemerint"fran yarr!
menjadi kewenangan Daerah otonom.
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3 Pemerinrahan Desa ada.lai penl elenggaraan urusan
fll1,:linr" dan kepentiosan masyiiakar 

".,"_p.il-1iT, "].ter" 
pemerinLahan Negara Kesatuan nepuUtit<

I ndonesta.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebul
:.-i9.11 i1T" lajn dibanru perangkar Desa sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Inspektorat adalal Inspektorat Kabupaten Sragen.
Inspektur adalah lnspektur Kabupaten Sragen.
Kebija-kan Pengawasan di Lingkungan " pemerintah
Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arahkebijakan pembinaan dan pengawasan dalampelaksalaan pembinaan dan pengawasan ataspenyelenggaraal pemerintahan daeiah-di XaUrpalen
Sragen.
Pengawasan penyelenggaraal pemerintahan daerah
adalah usaha. tindakan. dan kegiaran ya"g airqJan
untuk menjamin pen;elenggaraan pemerinrjan daerahberjatan secara efisien dan efekLif sesuai dengan
::-","""" dan kerentuan peraruran perundalng
undangan.

9. Aparat Pengawasan Intem pemerintah yang selanjutnyadisingkat APIP adalah aparat yang ..retaLsa.rat ..,pengawasan atas penyelenggaraan pemerintaian
. ^ daerah_sesuai fungsi dan kewcnangannya.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pimbantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rat<5rat Daer;h Kabupat.r, art"-
penyelenggaraan urusan pemerintaf,an yang *enjuJi
kewenangan daerah.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Kebijakan pengawasan dimaksudkan sebagai aralandalam melatsanakan pengawasan ataspenyelenggaraan pemerintahan daerai dalpemedntahan desa yang dilakukan oleh Inspektorat
dan dikoordinasikan oleh Inspektur

(2). Tujuan kebijakan pengawasan tahun 2019 adatah:a. mensinergikal pengawasan yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pemerintahan deia;

b. meningkarka,r penjaminan muLu ataspenyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa; dan

c. meningkatkan kepercayaan masvarakat atas
pengawasan ApIp.
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f:!lilk",. pengawasan penyetenggaraan pemerintahanqaerah.clan pemerinLaha n desa. meliputi:a. keglatan pengawasan:
b. sasaran, pengauasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pemerintahan desa;c. Iokus. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
_ daerah dan pemerinrahan desa;; dano r,.oyul .pelaksanaan pengawasan penlelenggaraan

pemenntahan daerah dan pemerinrahan desa;.

BAB NI
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV
KECIATAN, SASARAN DAN FOKUS

pasal 5

(1). Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalamPasal . 3, merupakan hisil koordinasi 
";i;;;pemerintah, pemerintah provinsi, dar p.-;;;;;

daerah;
(2). Kebijakan pengawasan tersebut disusun berbasisprioritas dan risiko.

(1). Uraian kegiatan, sasaran dan fokus
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3huruf a, huruf b dan huruf ", t ."u.,tr* 

-J.t.,i
Lampiran yang merupakan bagian tidak t".pl".nt^r,
dari Peraturan Bupati ini.

(2). Jadwat pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d, ditetapkari deng." K"ill"; ;;;;itentang program Kerja pengawasan Taiunan
lnspekloral Kabuparen Sragen Tahun 20lO.

BAB V
TINDAK LANJUT

Pasal 6

(1). Kepata Perangkat Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan
wajib melaksanakan tindak lanjut irasit pe.rga*asa,.r. 

----

(2). Tindak. lanjut sebagaimana dimaksud pada aJ ar (llpaling lambar 60 (enam puluh) hari f."i.na.. i.,"fl-i
tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

(3) ]Vakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tindaklanjut 
,hasil pen€awasan ya-rrg dilakukan .l.h *;;;;

Perangkar Daerah dan Kepala Desa/ Kelurahan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 7

Peraturan Bupati ini mulaidiundangkan. berlaku pada tanggal

Agar setiap ordng mengerahuinya. memerintahkal.rpengundangan peraluran Aupati l"; -"';;;;penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupar.e" S*;;;:-"

p
Ditetapkan di Sragen

26-9-:org

EN,€

Diundangkan di Sragen
pada tanggal b-9- zo rQ

$E"|WW-

G YUNI SUKOWATI

DAERAII KABUPATEN SRAGEN,

WANTO B

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR L+,

sesua dengan aslinYa

o-

n Sragen

,t
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Pengawasan penyelenggaraan pemerintalan daerah bertujuan untuk
menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berlalan secara efi sien
dan. elektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
meliputi pengawasan terhadap terhadap perangkat daerah serta
kegiatan pengawasan lainnya dengan sasaran din fokus sebagai berikut:

A. Kegiatan peningkatan kapasitas Aptp metiputi;
1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan reknis audit kinerjal
3. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa

gtrobitg aduicel; dan
4. bimbingal teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
penlusunan pertarggungjawaban keuangan desa (Dana Desa,
Anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus);
pengelolaan keuangan BOS reguler (SD,SMP);
pengelolaan keuangan BOSDA (SD,SMp,pAUD);
operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
penyusunan laporan keuangan daerah;
pengadaan bararg dan jasa; dan
kegiatan asistensi lainnya.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMoR rJ, TAHUN 2Ot8
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PEMERINTAIIAN DESA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019

Kegiatan Reviu
Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
disajikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dengan fokus:
1. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKpDl;
2. reviu Rencana Kerja dan Angga.ran SKPD (RKA-SKPD);
3. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RKpDl:
4. reviu Laporan Kinerja;
5. reviu penyerapan anggarar; penyerapan pengadaal barang dan

jasa; penyaluran dala desa; dart
6. kegiatan reviu lainnya.
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D. Kegiatan monitoring dan evaluasi
Kegiatan_ monitoring dan evaluasi dilakukan bertujuan untukmemberikan penilaian atas mutu dan capaian "pelaksanaan
kegiatan yang relah dilaksanakan, dengan tokus':
. tindak lanjut hasil pemeriksaan BpK;
. tindak lanjut hasil pemeriksaan ApIp;
. aksi pencegahan korupsi;
. dana desa;
. evaluasi Sisrem Pengendalian Inrernal pemerinrah lsptpl:. dana bantuan operasional sekolah;
. evaluasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi pemerintah Organisasi

Perangkat Daerah:
penangaltan laporan gratifi kasi;
penanganan Whistle Blo\a€r System;

. penanganan benturan kepentingan;
penilaian Internal Zona Integritas;
verifikasi Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara; danverifikasi pelaporan rencana aksi daerah - pencegahaa
dan pemberantasan korupsi.
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Kegiatan Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Penga*'asan keuangan dan kinerja bertujuan memberikan saran
kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil
langkahJangkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan_
tindakan lain yang dapat memperlaniar dan terrib rugas yang
menjadi tanggung jawabnya. dengan fokus:

I Aspek keuangan, dengan fokus:
a. kebijal<an dan penerapan perencanaan dan penganggaran

daerah;
b. kebijakan- dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan

retribusi daerah;
c. kebijalan dan pertanggungjav/aban belanja pefalanan dinas;
d. kebijalan dan pertanggungiawaban belanja pengadaan barang

dan jasa;
e. kebijakan dar pertarrgggungjawaban belanja hibah dan

bantuan sosial; dan
i kebijakar dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan

non penzlnan;

2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana
dengan fokus:
a. pengelolaan persediaan;
b. pengamanan/ sertifikasi aset daerah; danc. pengelolaan aset.

prasaranar

3 Aspek pengelolaan sumber daya manusia, dengan fokus
a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
c. pembinaa.n jabatan lungsional tertentu; dan
d. pembinaan kadr Aparatur Sipil Negara.
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4. Aspek. tugas pokok dan fungsi, dengan fokus:a. pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan
daerah;

b. evaluasi. rarget capaian kinerja organisasi perangkat
daerah: dal

c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumenperencanaan dan penganggaran.

Kegiatan Pengawasan terhadap pemerinlahan Desapembtnaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa bertujuanuntuk menjaga akuntabilitas keuangin'aesa, a..rgun fotui,-"- 
''

a, laporan. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;b. efisiensi dan efektivitas pengeiolain k.r."g";;;;; ;;;'c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang_
undangan.

Kegiatan Pemeriksaan dalam rangka pena.nganan pengaduanmasyaratat.
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakatoertujuaJr untuk melakukan investigasi serta menindallanjutipengaduan ata! pelaporan oleh individu, masyarakai J"" i"-U.g"
::lY!:1c." dengan adanya pelayanan p"ur . "i""l"rr.m..Keoual<an pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan peraturanperrndang-undangan.

Pemeriksaan 
-rt,atam rangka penanganan pengaduan masyatakatoltaKuKan melalul pemeriksaa_n kasus. dengan fokus:a. dugaan korupsi, kolusi dart nepotisme;

b. penyalahgunaan wewenang;
c. hambatan dalam pelayanan masyarakat;d. pelarggaran displin Aparatur Sipil ttegaia; aane. koordinasi-Aparat pengawas tniernal-(apip) dan Aparat penegak

Hukum {APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan
masyaralar lingkup humf a sampai dengan huruf d.
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